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ABSTRAK 

 

Julisdayanti Nasution (2024):  Pelaksanaan Akad Ujrah Pada Servis Motor 

di Desa Siboris Lombang Kecamatan 

Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas 

Provinsi Sumatera Utara Ditinjau Menurut 

Fiqih Muamalah 

 

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan akad ujrah pada servis motor di 

Desa Siboris Lombang, Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, 

Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketidakjelasan 

barang-barang yang diganti dalam servis motor yang ditinggalkan oleh 

pemiliknya. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akad 

ujrah pada servis motor di Desa Siboris Lombang dan bagaimana tinjauan Fiqih 

Muamalah terhadap pelaksanaan akad servis motor  di Desa Siboris Lombang. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad servis motor di desa 

Siboris Lombang, Kecaatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, 

Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (fieldresearch) 

dengan responden 28 orang, Sumber data ini diperoleh dengan metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan analisis deskriptif 

kualitatif. Metode yang menggambarkan dan mengungkapkan fakta yang apa 

adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitanya dengan 

permasalahan yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai 

dengan pokok permasalahan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksaan akad servis 

motor di Desa Siboris Lombang Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera 

Utara yaitu adanya ketidakjelasan barang yang diganti, disebabkan pihak bengkel 

tidak memperlihatkan bekas barang yang diganti kepada konsumen. Adapun 

berdasarkan tinjauan prespektif fikih muamalah belum sesuai dengan syariat 

Islam karena dalam prakteknya pihak bengkel belum memenuhi 

tanggungjawabnya untuk menjelaskan dan memperlihatkan bekas barang-barang 

yang dimasukkan/diganti. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan akad servis motor 

dalam konteks Fiqih Muamalah di masyarakat Desa Siboris Lombang, serta 

memberikan masukan bagi pihak terkait untuk meningkatkan kesesuaian praktik 

dengan prinsip-prinsip Islam dan memperbaiki kejujuran dalam transaksi. 
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KATA PENGANTAR 

 
Assalamualaikum Wr.Wb. 

 Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. 

Atas segala rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga penulisan skripsi 

ini dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya terselesaikan. Sholawat serta salam 

senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa 
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diharapkan oleh penulis. Dalam pembuatan skripsi ini banyak sekali bantuan yang 
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oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih 

yang tak terhingga dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah banyak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Islam merupakan agama yang datang dengan dasar dan prinsip-prinsip 

yang mengatur secara baik aspek kehidupan manusia baik akidah, ibadah, 

akhlak maupun muamalah. Muamalah adalah hubungan kepentingan antara 

manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Mu‟amalat adalah bentuk 

jamak dari kata muamalah, merupakan bentuk masdar dari kata „amala, 

yu‟amilu, muamalatan. Yang secara bahasa Arab sama dan semakna dengan 

mufa‟alah berasal dari kata fa‟ala, yufa‟ilu, mufa‟alatan, yang artinya saling 

berbuat, saling bertindak, dan saling beramal atau juga berarti kegiatan atau 

pekerjaan.
1
 Dalam istilah lainnya muamalah didefiniskan sebagai hukum-

hukum syara‟ yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan 

eksistensi kehidupan. 

Dalam persoalan muamalah syariat Islam lebih banyak memberikan 

pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan 

memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci. Hal ini sesuai 

dengan kaidah ushul yang berbunyi “al- ashlu fi al-muamalah al ibahah illa 

maa dalla „ala tahrimihi” (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai 

ada dalil yang melarangnya). Atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang 

kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahlinya.
2
 

 

                                                             
1
 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-1, 

h.149. 

2
 Mardani, Fiqih Ejonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-1, h. 6. 
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Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan terlepas dari yang 

namanya hubungan antar sesama (muamalah), salah satu hal yang 

menggambarkan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang 

lainnya yaitu upah mengupah. Upah mengupah/ jual beli jasa dalam istilah 

fiqihnya disebut dengan ijarah. Pada dasarnya Al-Ijarah berasal dari kata al-

ajru yang berarti atau upah, sewa, jasa atau imbalan.
3
 Dari pengertian tersebut 

ijarah bukan hanya mengenai upah mengupah tetapi juga sewa-menyewa. 

Akan tetapi penulis hanya membahas mengenai upah mengupah saja. 

Aktivitas upah mengupah tersebut merupakan hubungan timbal balik antara 

pemberi jasa dan yang membutuhkan jasa. Dalam upah mengupah, dua belah 

pihak saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 

Upah mengupah dalam Islam diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan 

syariat Islam, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Qs. At-Talaq ayat 6
4
 

  ٍ ُْ ْٕ ٍَ نكَُىْ فاَٰحُ ٌْ اسَْظَعْ ٍ    فاَِ سَُْ ْٕ اجُُ  

Artinya: ...jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah 

imbalannya kepada mereka. 

Dalam  kehidupan sehari-hari upah mengupah sudah tidak asing lagi, 

seperti upah mengupah dalam membabat kebun, menggarap sawah, servis 

motor dan lain sebagainya. Dari contoh di atas penulis mengambil topik 

mengenai upah mengupah dalam servis motor. Servis motor merupakan suatu 

hal yang sudah tidak asing lagi,  servis itu sendiri memiliki pengertian layanan 

                                                             
3
 Abu Azam. Fikih Muamalah Kontemporer,  (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 

Cet. Ke-1, h.80 

 
4
 Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sygma 

Exagrafika, 2009), h. 559 
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atau pelayanan dan sepeda motor merupakan kendaraan ataupun transportasi 

yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki roda 2. Servis 

motor bertujuan untuk memaksimalkan dan mempertahankan performa motor. 

Servis motor itu sendiri ada 2 jenis yaitu servis motor ringan dan servis motor 

besar. Pada servis motor ringan umumnya meliputi pergantian oli mesin, kampas 

rem, langsam, busi motor, suspensi, lampu, filter udara, aki, sampai dengan tekanan 

ban dan merupakan sebuah perbaikan motor yang tidak perlu melakukan turun 

mesin sedangkan servis motor besar Servis besar meliputi pengecekan mesin 

internal dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Misalnya penggantian sil 

klep, pembersihan kerak karbon, skir klep, dan lain-lain.
5  

Dalam servis motor kerap kali bukan hanya memperbaiki tetapi juga 

mengganti barang yang telah usang atau tidak layak pakai. Perbaikan dan 

pemasangan tersebut tentunya memerlukan banyak waktu. Bagi mereka yang 

tidak memiliki banyak waktu tentunya mereka meninggalkan motornya 

tersebut untuk diperbaiki, dan dijemput sesudah selesai diperbaiki. Dalam 

pelaksanaan servis motor seperti ini banyak menjadi permasalahan 

dilingkungan masyarakat, dikarenakan tidak sedikit bengkel yang mengambil 

kesempatan untuk memasukkan barang- barang yang tidak sesuai dengan 

permintaan konsumen, bahkan ada yang memasukkan barang bekas dan 

barang palsu juga.  Seharusnya pihak bengkel  menjelaskan dan menunjukkan 

barang- barang yang diganti kepada konsumen tetapi pada kenyataan yang 

                                                             
 
5

 https://www.bfi.co.id/id/blog/mau-servis-motor-ini-rincian-biaya-servis-motor-yang-

harus-disiapkan, diakses pada 26 april 2024 pukul 14.04 

https://www.bfi.co.id/id/blog/mau-servis-motor-ini-rincian-biaya-servis-motor-yang-harus-disiapkan
https://www.bfi.co.id/id/blog/mau-servis-motor-ini-rincian-biaya-servis-motor-yang-harus-disiapkan
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terjadi dilapangan, pihak bengkel tidak menjelaskan bahkan tidak 

menunjukkannya. 

Pada dasarnya penipuan telah terjadi sejak zaman Rasulullah, hanya 

saja pada zaman sekarang ini penipuan semakin banyak jenisnya seperti 

penipuan online shop, pinjaman online (pinjol) ilegal, malware, penipuan 

berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, dan seperti yang terjadi dalam 

pembahasan ini. Banyak pihak konsumen yang tidak mengetahui hal tersebut, 

tetapi ada juga yang merasa motornya cepat rusak lagi padahal baru diperbaiki 

seperti. Hal seperti itu diketahui pada saat motornya diservis lagi di tempat 

yang berbeda, kemudian dijelaskan oleh pihak bengkel, bahwa barang yang 

dimasukkan itu barang biasa atau bukan barang yang berkualitas, yang 

mengakibatkan barang tersebut cepat rusak.  

Orang-orang yang melakukannya biasanya tidak menyadari atau 

bahkan tidak mengetahui bahwa yang  dilakukannya itu merupakan perbuatan 

yang salah. Padahal perbuatan seperti itu merupakan sebuah pengkhiantan 

terhadap pihak lainnya yang dapat merugikan sebelah pihak saja yang secara 

jelas telah diatur oleh Allah SWT. dalam Firmannya surah al-muthaffifiin ayat 

1-3 berikut ini :
6
 

 ِ ْ عََلَ ٱلنذاسِ يسَۡتَوۡفوُنَ   ١لۡمُطَفّفِِيَن  وَيۡلٞ لّ ِينَ إذَِا ٱكۡتَالوُا  ٢ٱلَّذ
ونَ   زَهوُهُمۡ يُُۡسُِِ و وذ

َ
 ٣وَإِذَا كََلوُهُمۡ أ

Artinya: Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan 

menimbang) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari 

                                                             
 
6
 Kemeterian Agama RI, Op. Cit., h. 587 
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orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau 

menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa celakalah bagi orang- orang yang 

curang, artinya disini celakalah bagi orang- orang yang merugikan orang lain 

demi keuntungan pribadinya dengan cara menipu dan berbuat curang, dan 

Allah sangat mengharamkan orang- orang yang berbuat dzalim terhadap 

sesama umat. Secara lahiriah memang medapatkan keuntungan yang lebih 

besar tetapi tanpa dia sadari itu hanyalah kenikmatan sementara yang dapat 

menjerumuskan kedalam kemunkaran. 

Dari permasalahan yang muncul maka penulis sangat tertarik untuk 

menggali lebih dalam tentang pelaksanaan akad servis motor. Dituangkan 

dalam bentuk skripsi dengan judul: ” Pelaksanaan Akad Ujrah  pada Servis 

Motor di Desa Siboris Lombang Kabupaten Padang Lawas Provinsi 

Sumatera Utara Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah” penulis memilih 

melakukan penelitian ini di Desa Siboris Lombang Kabupaten Padang Lawas 

dikarenakan banyak kasus yang terjadi dalam perihal upah mengupah, 

selanjutnya penulis memilih pelaksanaan akad servis motor ini di Desa Siboris 

Lombang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas karena 

berawal dari keinginan penulis yang cukup besar untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan akad servis motor selama ini  yang dimana di desa tersebut 

terdapat dua bengkel yang melayani servis motor besar dan ringan yaitu 

bengkel Harnas Motor dan Dana Servis. 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan sampai kepada tujuan yang 

diinginkan, penulis hanya meneliti tentang pelaksanaan akad ujrah pada  

servis motor yang ditinggalkan pemiliknya yang terjadi di bengkel yang ada di 

desa Siboris Lombang. Oleh karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal 

yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang penulis jelaskan. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan akad Ujrah pada servis motor di Desa Siboris 

Lombang? 

2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksaan akad Ujrah pada 

servis motor di Desa Siboris Lombang? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad servis motor di Desa Siboris 

Lombang 

2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan akad 

servis motor di Desa Siboris Lombang 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk 

1. Untuk mengetahui terjadinya pelaksanaan akad servis motor di Desa 

Siboris Lombang 

2. Untuk menambah ilmu terhadap tinjauan Fiqh Muamalah terhadap 

pelaksanaan akad servis motor di Desa Siboris Lombang 
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3. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat di jadikan 

sebagai bahan masukkan bagi para pembaca dan referensi penelitian lebih 

lanjut yang di manfaatkan untuk memahami pelaksanaan upah mengupah 

(ijarah) 

4. Untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum 

di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau 
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BAB II 

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori  

1. Pengertian Akad 

 Akad dalam hukum Islam indentik dengan perjanjian dalam hukum 

Indonesia. Kata akad berasal dari kata al-'aqd yang berarti ikatan, 

mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Ikatan maksudnya 

adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan 

salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan 

menjadi seperti seutas tali yang satu. Pengertian akad secara terminologi 

fiqh (hukum Islam) adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul 

(penerimaan)secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhoaan 

(kerelaan) kedua belah pihak.
7
 

 Para ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) memberi definisi akad 

sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang 

menimbkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad adalah pertemuan ijab 

dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk 

melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Akad merupakan 

keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan 

oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.
8
 

 

 

                                                             
 
7
 Harun. Fiqih Muamalah. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h.31 

 
8
 Ibid., h.32 



9 

 

  

2. Dasar Hukum Akad 

 Dalam Islam hukum bertransaksi atau muamalah diperbolehkan 

asalkan tidak menyalahi kaidah-kaidah bertransaksi atau muamalah.  

Sebagaimana dalam Firman Allah Qs. Al–Maidah [5]: 1
9
 

تُ الََْْْعَاوِ اِلْ  يَا يخُْهٰى  ًَ ِٓيْ دِِۗ  ادُِه جْ نكَُىْ بَ ْٕ ا باِنْعُقُ ْٕ فُ ْٔ ا اَ ْٰٕٓ ٍَ اٰيَُُ يٰٰٓايَُّٓاَ ان زِيْ

َ يذَْكُىُ  ٌ  اّللّٰ َْخىُْ دُشُو ِۗ  اِ اَ َٔ يْذِ  يشُِيْذُ  يَا عَهيَْكُىْ غَيْشَ يُذِهِّى انص   

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu, (seperti itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika 

kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan  

hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” 

3. Rukun dan  Syarat Akad  

  Rukun merupakan hal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan 

sah secara hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan 

bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga, yang 

menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya 

sesuatu itu. Rukun akad terdiri dari:
10

 

a. Sighat (ljab qabul) adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan/ 

kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak / akad. Syarat sebagai 

berikut: 

                                                             
 

9
 Kemeterian Agama RI, Op. Cit., h. 106 

 
10

 Mahmudatus Sa‟diyah, Fiqih Muamalah II, (Jawa Tengah: Unisnu Press, September 

2019), Ed. 1., Cet. Ke-1, h. 5-6 
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1) Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak. 

2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul 

3) Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan 

nyambung) 

4) Satu majlis akad 

b. Akid (pihak yang bertransaksi) adalah pihak-pihak yang melakukan 

transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak. 

Persyaratan: 

1) Ahliyah Memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan 

transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh 

atau mumayyiz dan berakal. 

2) Wilayah: hak dan kewenangannya Hak dan kewenangan seseorang 

yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas 

suatu obyek tertentu. Artinya orang tersebut pemilik asli, wali atau 

wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan 

otoritas untuk melakukan transaksi. 

c. Ma'qud alaih (objek transaksi) 

 Syarat-syarat ma'qud alaih: 

1) Objek transaksi harus ada pada saat akad. 

1) Objek transaksi harus berupa harta yang diperbolehkan untuk 

transaksi.  

2) Objek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, 

atau dimungkinkan di kemudian hari. 
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3) Objek transaksi harus suci, tidak terkena barang najis atau 

barang yang najis. 

4. Pengertian Ijarah   

 Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-‟iwad atau upah, 

sewa, jasa atau imbalan. Al- ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan 

muamalah dalm memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-

menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.
11

 

 Secara terminologi para ulama berbeda pendapat mengenai 

pengertian ijarah, yaitu sebagai berikut:
12

 

a. Menurut Mazhab Hanafi: 

َٕض   يَُاَفِعَ  عَهىَ عَقْذ    بعِِ

“transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan” 

b. Menurut Mazhab Syafi‟i: 

باَدَتِ  انْبذَْلِ  قاَئِهتَِ  يُباَدَت   يَعَهُٕيَت   يَقْصُٕدَة   يَُفْعََت   عَهىَ عَقْذ   الِْْ َٔ 

َٕض   و   بِعِ ْٕ  يَعْهَ

“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa 

dimanfaatkan, dengan suatu imbbalan tertentu” 

c. Menurut Ulama Malikiyah Dan Hanabilah: 

هكُِ  ًْ ةَ  يُباَدَت   شَيْء   يَُاَفِعَ  حَ َٕض   يَعْهُٕو   يُذ   بِعِ

                                                             
11

 Abu Azam, Loc. Cit. 

 
12

 Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,, 2004), Ed. 1., Cet. Ke-2, h. 227-228 
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“pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu 

dengan suatu imbalan”  

Adapun definisi Ijarah upah dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 

terkait dengan ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi: 

“Upah ialah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang 

ditetapkan dan di bayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau 

akan dilakukan”.13 

Sedangkan dalam PP No. 5 tahun 2003 juga menjelaskan terkait dengan 

Upah, yang berbunyi: “Upah memiliki hak pekerja yang di terima dan dinyatakan 

dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu 

pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan 

pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan 

termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya”
14

 

5. Dasar Hukum Al-Ijarah 

Ijarah telah disahkan oleh al-quran, sunnah, dan ijma‟. Adapun 

dalilyang menjelaskannya diantaranya sebagai berikut: 

a. Al-Quran  

Qs. Az-Zukhruf (43): 32
15

 

                                                             
 13 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

 
14

 https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/84 diakses pada tanggal 26 Maret 2024 

pukul 21: 30 

 
15

 Kemeterian Agama RI, Op. Cit., h. 491 

https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/84
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عِيْشَخَٓىُْ فىِ انْذَيٰٕةِ  ُاَ بيََُْٓىُْ ي  ًْ ٍُ قسََ جَ سَبِّكَِۗ َذَْ ًَ ٌَ سَدْ ْٕ ًُ اَْىُْ يقَْسِ

قَ بعَْط  دَسَجٰج  نِّيخَ خِزَ بعَْعُٓىُْ بعَْعًا  ْٕ سَفعَُْاَ بعَْعَٓىُْ فَ َٔ َْياَۙ  انذُّ

جُ سَبِّكَ  ًَ سَدْ َٔ  
ٌَ سُخْشِياًِّۗ ْٕ عُ ًَ ا يجَْ  ً   خَيْش  يِّ

Artinya: Apakah mereka  yang membagi Rahmat Tuhannya? Kami 

telah menentukan antara  mereka penghidupan mereka dalam 

kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka 

atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka 

dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu 

lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. 

 

b. Al-Hadis 

HR. Bukhari No. 2119 

عْجُ أََسًَا  ًِ ٍِ عَايِش  قاَلَ سَ شِٔ بْ ًْ ٍْ عَ رَُاَ يِسْعَش  عَ رَُاَ أبَُٕ َعَُيْى  دَذ  دَذ 

ُ عَ  ٍْ سَظِيَ اللّ  نىَْ يكَُ َٔ سَه ىَ يذَْخجَِىُ  َٔ  ِّ ُ عَهيَْ ٌَ انُ بيُِّ صَه ى اللّ  ُُّْ يقَُٕلُ كَا

 يظَْهىُِ أدََذًا أجَْشَُِ 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu‟aim  telah 

meceritakan kepada kami Mis‟ar dari ‟Amru bin ‟Amir berkata; aku 

mendengar Anas radhiallahu‟anhu berkata; Nabi shallallahu ‟alaihi 

wasallam berbekam dam Beliau tidak pernh menzhalimi upah 

seorangpun.
16

 

6. Rukun dan  Syarat Ijarah 

Adapun rukun dan syarat ijarah ialah sebagai berikut:
17

 

a. Rukun ijarah 

1) Mu‟jir dan musta‟jir yaitu orang yang melakukan akad sewa-

menyewa atau upah mengupah. Mu‟jir ialah orang yang  

                                                             
  

16
Abu Azam, Op. Cit., h. 83 

17
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawalin Pers, 2016), Ed.1, Cet. Ke-10, h. 

117-118 
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memberikan upah dan yang menyewakan, musta‟jir adalah orang 

yang menerima upah untuk melakukan sesuatu  dan yang menyewa 

sesuatu. 

2) Sighat ijab kabul yaitu perkataan dua belah pihak uuntuk 

melakukan transaksi 

3) Ujrah atau upah 

4) Obyek (barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan 

dalam upah-mengupah) 

b. Syarat ijarah
18

 

1) Orang yang berakad hendaknya sudah baligh, berakal, cakap 

dalam melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling 

meridhai.  Allah SWT. berfirman:
19

 

ٌَ حجَِاسَةً  ْٕ ٌْ حكَُ ٰٓ اَ انكَُىْ بيَُْكَُىْ باِنْباَغِمِ اِلْ  َٕ ا ايَْ ْٰٕٓ ا لَْ حأَكُْهُ ْٕ ٍَ اٰيَُُ يٰٰٓايَُّٓاَ ان زِيْ

ُْكُىِْۗ  ٍْ حشََاض  يِّ  عَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 

kecuali dengan perdagangan atas dasar suka sama suka diantara 

kamu. (An-Nisa (4): 29) 

2) Sighat harus jelas dan mudah dimengerti kedua belah pihak 

3) Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleeh kedua belah pihak, 

baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah  

                                                             
18

 Ibid.  

 19 Kemeterian Agama RI, Op. Cit., h. 83 
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4) Barang disyaratkan harus dapat dimanfaatkan kegunaannya. 

7. Macam-Macam Ijarah  

Dilihat dari segi obyeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam, 

yaitu:
20

 

a. Ijaraah yang bersifat manfaat, seperti sewa-menyewa rumah, toko, 

kendaraan dan lain sebagainya. 

b. Ijaraah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan 

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijaraah seperti ini 

diperbolehkan seperti tukang jahit, tukang sepatu dan sebagainya. 

8. Sifat Akad Ijarah 

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa akad ijaraah itu bersifat 

mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, 

apabila terdapat 'uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak 

secara hukum seperti gila. Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad ijaarah 

itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat 

dimanfaatkan. Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus, 

salah seorang yang berakad meninggal dunia. Menurut Mazhab Hanafi, 

apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad ijaarah menjadi batal, 

karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Menurut Jumhur 

ulama, akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat 

diwariskan kepada ahli waris, manfaat juga termasuk harta.
21

 

 

                                                             
20

 Ali Hasan, Op. Cit, h. 236 

 
21

 Ibid, h. 235-236 
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9. Berakhirnya Akad  Ijaraah 

 Suatu akad ijarah berakhir:
22

 

a. Obyek hilang atau musnah seperti rumah terbakar. 

b. Habis tenggang waktu yang disepakati.  

Kedua poin tersebut di atas disepakati oleh ulama. 

c. Menurut Mazhab Hanafi, akad berakahir apabila salah seorang 

meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda 

dengan Jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat 

dapat diwariskan. 

d. Menurut Mazhab Hanafi, apabila ada uzur seperti rumah disita 

maka akad berakhir. Sedangkan Jumhur ulama melihat, bahwa 

uzur yang membatalkan ijaarah itu apabila obyeknya mengan- 

dung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran 

dan dilanda banjir. 

10. Pengertian Ujrah  

  Ujrah menurut bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”, 

karena itu lafaz ujrah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah 

atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah 

karena melakukan suatu kegiatan.
23

  

                                                             
 
22

 Ibid 

 
23

 Fera Eka Putri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada 

Produk Investasi Takafulink Alia: Studi Kasus pada PT.Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh, 

(Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), h. 17 
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  Dalam Bahasa Arab, upah disebut ujrah atau ajr, yang merupakan 

bentuk masdar dari kata kerja ya‟jir atau ajr, yang berarti memberi hadiah 

atau upah atas suatu pekerjaan. Dari segi bahasa al-ajru berarti „iwadh 

(ganti) kata, al-ujrah atau, al-ajru yang menurut bahasa berarti ganti, 

dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu 

perbuatan. Pengertian upah dalam istilah fiqh tidaklah jauh dari maknanya 

secara bahasa, dalam konteks akad jasa ini, upah dapat didefinisikan 

sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya 

dalam memproduksi kekayaan.
24

 

11. Dasar Hukum Ujrah 

a. Al- Quran  

Qs. Al-Baqarah (2): 233
25

 

آٰ  خىُْ ي  ًْ لَْدَكُىْ فلَََ جُُاَحَ عَهيَْكُىْ اِرَا سَه  ْٔ ا اَ ْٰٕٓ ٌْ حسَْخشَْظِعُ ٌْ اسََدْحُّىْ اَ اِ َٔ

 ٌَ ْٕ ُ ه ًَ ا حعَْ ًَ َ بِ
ٌ  اّللّٰ ا اَ ْٰٕٓ ًُ اعْهَ َٔ  َ

اح قُٕا اّللّٰ َٔ فِِۗ  ْٔ عْشُ ًَ بصَِيشْ   اٰحيَْخىُْ باِنْ  

Artinya: dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, 

maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara 

yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah  bahwa Allah 

Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” 

 

 

                                                             
 24 Ibid. 

 
25

 Kemeterian Agama RI, Op. Cit., h. 37 
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b. Hadis  

HR. Bukhari 

رَُاَ انه يْذُ  ٍُ بكَُيْش  دَذ  رَُاَ يذَْيىَ بْ ٍُ شِٓاَب  فأَخَْبشَََيِ دَذ  ٍْ عُقيَْم  قاَلَ ابْ عَ

جَ انُ بيِِّ  ْٔ ٌ  عَائشَِتَ سظي اللّ عُّ صَ بيَْشِ أَ ٍُ انضُّ ةُ بْ َٔ قاَنجَْ:  صلى الله عليه وسلمعُشْ

 ِ اسْخأَجَْشَ سَسُٕلُ اللّ  َٔ ٍْ بَُيِ ا صلى الله عليه وسلم)) أبَُٕ بكَْش  سَجُلًَ يِ يْمِ َٔ ْاَدِياً خِشِيْخاً  نذِّ

ٍِ كُف اسِ  َٕ عَهىَ دِي ُْ س   َٔ ْٕ اعَذَاُِ غَاسَ رَ َٔ َٔ ا،  ًَ ِٓ ِّ سَادِهخَيَْ قشَُيْش ، فذََفعََا إنِيَْ

ا صُبخَْ  ًَ ِٓ ، بشَِادِهخَيَْ (( رلَََد   بعَْذَ رلَََدِ نيَاَل  . 
Artinya: Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 

Al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, ia mengatakan 

bahwa Ibnu Syihab berkata: Urwah bin az-Zubair mengabarkan 

kepadaku bahwa Aisyah istri Rasulullah menuturkan: "Rasulullah 

dan Abu Bakar mempekerjakan seorang lelaki dari Bani ad-Dil 

sebagai penunjuk jalan, sementara laki-laki itu masih menganut 

agama orang kafir Quraisy. Keduanya menyerahkan hewan 

tunggangannya kepada lelaki tersebut dan menjanjikannya bertemu 

di gua Hira tiga hari kemudian. Lalu lelaki itu datang pada waktu 

Shubuh hari ketiga dengan membawa hewan 

tunggangan mereka berdua. 
26

 

 

12. Rukun dan Syarat Ujrah  

a. Rukun Ujrah  

Rukun dalam pemberian ujrah sebagaimana dalam rukun ijarah ada 

empat, yaitu sebagai berikut:
27

 

1) Dua orang yang berakad  

Orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. 

Orang yang memberikan ujrah dan yang menyewakan disebut 

mu„jir dan orang yang menerima ujrah untuk melakukan sesuatu 

                                                             
26

 Ibnu Hajar al-‟Asqalani, Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari, (Jakarta: PT. Pustaka 

Imam asy- Syafi‟i, 2014), Cet. Ke-1, h. 93-94 

 
27

 Safwan dan Benazir, Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal 

Tahqiqa,  V. 17, No. 1,  (2023), h. 32-33 
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dan yang menyewa sesuatu disebut musta„jir. Karena begitu 

pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk 

melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi„iyyah dan 

Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu 

harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar 

mumayyiz saja. 

2) Sighat 

Persyaratan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad, terdiri 

atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul 

dapat melalui: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-

diam, dan dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan 

syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul 

dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan. 

3) Upah (Ujrah)  

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta„jir atas jasa yang 

telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu„ajir dengan 

syarat:  

a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya, karena itu ijarah tidak 

sah dengan ujrah yang belum diketahui. 

b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil 

uang dari pekerjaanya, karena dia sudah mendapatkan gaji 

khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari 
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pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya 

mengerjakan satu pekerjaan saja. 

c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan 

barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka 

uang sewanya harus lengkap. Yaitu manfaat dan pembayaran 

(uang) sewa yang menjadi objek sewa-menyewa. 

4) Manfaat Untuk mengontrak seorang musta„jir harus ditentukan 

bentuk kerjanya, waktu, ujrah serta tenaganya. Oleh karena itu, 

jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena 

transaksi ujrah yang masih kabur hukumnya adalah fasid. 

b. Syarat Ujrah  

Syarat Ujrah Dalam hukum Islam diatur sejumlah persyaratan 

yang berkaitan dengan ujrah atau upah , yaitu:
28

 

1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Syarat ini diperlukan 

dalam ijarah karena upah merupakan harga atas manfaat jasa, sama 

seperti harga dalam jual beli. Hal ini diperlukan untuk 

menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penetapan 

sewa upah ini boleh didasarkan pada urf atau adat kebiasaan. 

2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah 

menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah 

tersebut. Ketika upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang 

yang disewa, maka ijarah tidak sah. 

                                                             
 

28
Ibid, h. 33-34  
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13. Pembayaran Upah 

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran 

upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan 

lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenal 

pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu 

Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan 

manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi‟i dan Ahmad, 

sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. 
29

 

Hak menerima upah bagı musta'jir ketika pekerjaan selesai 

dikerjakan, berlandaskan kepada hadis dibawah ini: 

ٍِ انُ بيِِّ  لَ  صلى الله عليه وسلمعَ ْٕ ٌَ قبَْمَ ياَسَسُ ِّ فيِ آخِشِ نيَهْتَِ سَيَعَا خِ ُ يغَْفشُِ الأيُ  : إَِّ 

ِْيَ نيَْهَُّ انقذَْسِ ؟ قاَلَ  فِّى أجَْشَُِ اللِّ، أَ  َٕ ا يُ ًَ ٍ  انعَايِمُ، إَِ  نكَِ َٔ : لْ ، 

هَُّ  قعََى إِرَا ًَ عَ  
Artinya: Rasulullah saw. bersabda: Bahwa Allah mengampuni dosa 

ummat Nabi pada akhir malam bulan Ramadhan. Seseorang 

berkata: Ya Rasulullah, apakah malam itu malam Al-Qadr? Nabi 

menjawab: tidak. Namun seseorang buruh yang disempurnakan 

upahnya apabila dia telah menyelesaikan pekerjaannya". (HR. 

Ahmad; Al-Muntaqa 2: 392"
30

 

 

14. Tanggung Jawab Orang Yang Digaji/Upah 

Pada dasarnya semua pekerjaan itu harus dipertanggung 

jawabkan. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat 

                                                             
 

29
 Hendi Suhendi, Op. Cit, h. 121 

30
 Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, Koleksi Hadits-hadits Hukum, (Semarang: 

Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 403-404 
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dahulu permasalahannya. Apabila menjual jasa itu untuk kepentingan 

orang banyak maka ulama berbeda pendapat yakni sebagai berikut:
31

 

a. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail dan Syafi‟i, apabila 

kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka 

para pekerja itu tidak dituntut ganti rugi. 

b. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu 

Hanifah), berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab 

atas kerusakan tersebut, baik yang sengaja atau tidak. Tentu 

berbeda , apabila kerusakan itu terjadi  diluar batas kemampuannya 

seperti banjir besar atau kebakaran. 

c. Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada 

barang itu seperti tukang binatu, juru masak dan buruh angkut 

(kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja semua kerusakan 

menjadi tanggung jawab pekerja itu dan wajib ganti rugi. 

15. Servis Motor  

a. Pengertian servis motor  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “service” atau 

“servis” dalam bahasa Indonesia berarti “pelayan atau layanan”, 

merupakan proses memperbaiki barang yang rusak atau usang, 

merawat secara khusus suatu barang yang masa penggunaannya 

telah melampaui batas waktu tertentu.
32

  

                                                             
31

 Ali Hasan, Op. Cit, h. 236-237 

32
 https://kbbi.web.id/servis diakses pada 27 April 2024 pukul 13.30 

https://kbbi.web.id/servis
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Servis adalah sesuatu yang perlu dilakukan untuk menjaga 

kinerja dan performance sebuah kendaraan. pada umumnya servis 

pada motor terbagi menjadi 2 yaitu servis ringan, dan servis besar. 

Untuk servis ringan biasanya dilakukan pada beberapa bagian 

seperti karburator, bagian kopling, ganti seher, dan lain-lain. yang 

hanya meliputi beberapa bagian pada motor.  Sedangkan servis 

besar adalah membongkar seluruh bagian mesin pada motor hingga 

menjadi 2 bagian, biasanya dibilang dengan turun mesin. dan 

dilakukan untuk keperluan mengganti bagian dalam komponen 

mesin motor. 
33

 

b. Tujuan Servis Motor 

Tujuan servis sepeda motor adalah untuk memaksimalkan 

performa mesin, mesin, dan komponen lainnya. Adapun tujuan 

yang lebih rinci adalah sebagai berikut:
34

 

1) Menjaga Performa Engine 

Servis engine secara berkala dimaksudkan untuk menjaga 

performa engine. Selain penggunaannya, beberapa komponen 

yang dikandungnya mungkin bukan bilangan prima. Perawatan 

mesin secara teratur membersihkan komponen-komponen ini 

                                                             
 33 https://gobengkel.blogspot.com/2018/11/servis-besar-dan-servis-ringan-motor.html 

diakses pada 27 April 2024 pukul 14.00 

 34 https://www.saibumi.com/artikel-114902-servis-motor-secara-berkala-apakah-itu-

penting.html diakses pada 27 April 2024 pukul 14.30 

 

https://gobengkel.blogspot.com/2018/11/servis-besar-dan-servis-ringan-motor.html
https://www.saibumi.com/artikel-114902-servis-motor-secara-berkala-apakah-itu-penting.html
https://www.saibumi.com/artikel-114902-servis-motor-secara-berkala-apakah-itu-penting.html
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dan menyetel ulang saat suku cadang diganti. Tentu saja hal ini 

memaksimalkan performa mesin.  

2) Pengendara sepeda motor lebih aman 

 Perawatan sepeda motor secara teratur memberikan 

gambaran kepada pengguna tentang kondisi sepeda motor 

mereka secara keseluruhan. Tidak hanya keadaan sepeda motor 

yang terlihat dari luar, tetapi juga suku cadang mesinnya. 

Dengan mengidentifikasi masalah sepeda motor sejak dini, 

pengendara sepeda motor dapat berkendara dengan lebih 

nyaman dan terhindar dari kecelakaan.  

3) Hemat 

 Perawatan rutin dapat membantu mendeteksi kerusakan 

mesin sejak dini. Tentu saja ini mempengaruhi biaya mesin dan 

lebih murah. Jika kamu menunda, kerusakan mesin akan 

semakin parah, mempengaruhi kerusakan pada bagian lain dan 

meningkatkan biaya.  

4) Minimalkan risiko benturan 

 Saat output mesin turun, mesin bisa mati. Kegagalan mesin 

biasanya disebabkan oleh masalah dengan sistem pengapian 

bahan bakar dan tekanan mesin. Perawatan rutin sepeda motor 

kamu akan meminimalkan risiko kemacetan lalu lintas.  

5) Mesin akan bertahan 
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Dengan perawatan rutin, mesin kamu akan bertahan secara 

logis.  Dengan perawatan yang maksimal, performa mesin tetap 

prima dan bisa digunakan bertahun-tahun. Tentu saja, 

perawatan sepeda jauh lebih murah daripada membeli sepeda 

baru.  

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu adalah sumber yang pernah ada dari hasil 

penelitian yang kemudian akan digunakan oleh penulis sebagai pembanding. 

Adapun penelitian-penelitian yang mirip dengan penelitian penulis ialah 

sebagai berikut: 

1. Skripsi oleh Irna Laila (2020), yang berjudul “Pengaruh Tingkat 

Pelayanan Jasa Servis Sepeda Motor Terhadap Kepuasan Konsumen di 

Bengkel Yamaha Duta Kiat Motor Pekanbaru Ditinjau Menurut 

Ekonomi Islam”. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas 

mengenai servis motor, adapun perbedaannya pada penelitian tersebut 

membahas mengenai pelayanan servis motor sedangkan penulis 

membahas mengenai pelaksanaan akad servis motor .  

2. Skripsi oleh Rahmat Hidayat AR (2019), yang berjudul ”Keabsahan 

Layanan Jasa Servis Sepeda Motor Menurut Konsep Ijārah Bi Al 

„Amāl”. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai 

servis motor dan menggunakan teori ijarah adapun perbedaannya pada 

penelitian tersebut membahas mengenai layanan servis motor 
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sedangkan penulis membahas mengenai pelaksanaan akad servis 

motor. 

3. Skripsi oleh Muhammad Nuril Fajri (2021) yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Tentang Tambahan Biaya Praktik Jasa Service Motor” 

persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai jasa servis 

motor adapun perbedaannya pada penelitian tersebut  membahas 

mengenai tambahan biaya pada servis motor sedangkan peneliti 

membahas mengenai pelaksanaan akad pada servis motor. 

4. Skripsi oleh Kurniawati Safitri (2018) yang berjudul "Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil (studi Kasus Di Bengkel 

Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo)". Persamaan 

penelitian ini sama-sama membahas tentang jasa servis dengan metode 

penelitian yang digunakan yakni kualitatif, dengan teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Perbedaannya penelitian ini berfokus kepada jasa servis mobil 

sedangkan penelitian pada skripsi berfokus kepada jasa servis motor. 

5. Skripsi oleh Fahmy Arasyid Punsu (2019) yang berjudul "Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

BengkelMotor Sinar Baru Service Karadenan Cibinong". Persamaan 

penelitian ini sama-sama membahas tentang jasa servis motor. 

Perbedaannya penelitian ini berfokus kepada factor-faktor kepuasan 

pelanggan sedangkan penelitian pada skripsi ini berfokus kepada 

pelaksanaan akad servis motor. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

 

 Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab menyelesaikan 

masalah dalam penelitian ini,maka penulis menyusun metode penelitian                  

sebagai berikut : 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci 

dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.
35

 

Dalam penelitian instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu 

peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus 

memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, 

menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti 

menjadi lebih jelas dan bermakna.
36

 

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, 

suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya,data 

yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena 

itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi 

lebih menekankan pada makna.
37

 

 

 

                                                             
35

 Juliansyah Noor. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, 

(Jakarta: Kencana, 2017) Cet. Ke-7, h. 34. 

36
 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2017) Cet. Ke-26, h. 8. 

37
 Ibid,h.9. 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Desa Siboris 

Lombang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas.  

C. Subjek dan objek penelitian 

1. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik bengkel dan konsumen yang 

ada di bengkel Harnas Motor dan Dana Servis. 

2. Objek penelitian ini adalah tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksaan 

akad ujrah pada servis motor di Desa Siboris, Lombang Kecamatan 

Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas 

D. Sumber Data 

1. Data Primer 

 Pada penelitian ini penulis memperoleh data primer dari pemilik   

bengkel Harnas Motor dan Dana Servis, karyawan dan konsumen. 

2. Data Sekunder.  

 Data sekunder pada penelitian ini diambil dari buku-buku, skripsi 

maupun hasil penelitian lainnya yang terkait penelitian tentang ijarah, 

ujrah dan servis. 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

  Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari 

obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 2 pemilik bengkel  
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dan 3 orang mekanik dan adapun konsumennya berjumlah 275 orang yang 

terdiri dari 150 merupakan konsumen bengkel Harnas Motor dan 125 

merupakan konsumen dari bengkel Dana Servis.
38

 

2. Sampel 

  Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang 

diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.
39

 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah Teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun 

sampel dalam penelitian ini berjumlah 28 yaitu 2 pemilik bengkel dan 3 

karyawan dan 23 konsumen.
40

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis 

menggunakan beberapa teknik/metode, yaitu: 

1. Observasi 

  Peneliti langsung turun ke lapangan untuk melihat situasi dan 

kondisi pihak bengkel dan konsumen yang ada di bengkel Harnas Motor 

dan Dana Servis serta melakukan beberapa wawancara kepada pihak yang 

akan diteliti. 

 

                                                             
 
38

 Sandu Siyoto. Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 

2015) Cet. Ke-1, h. 63. 

39
 Ibid. h. 64. 

40
 Sugiyono. Op. Cit.,  h .218 
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2. Wawancara 

  Peneliti melakukan wawancara kepada pihak bengkel dan 

konsumen yang melakukan servis motor di bengkel Harnas Motor dan 

Dana Servis. 

3. Dokumentasi  

  Dokumen yang peniliti gunakan dalam penelitian ini adalah data 

dari desa dan beberapa faktur  yang diperoleh dari bengkel tempat meneliti. 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 

yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti apa 

adanya, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang situasi-situasi di 

lapangan. 

H. Teknik Penulisan Data 

  Adapun metode penulisan data dalam penelitian ini adalah 

deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum dan berkaitan 

dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan 

yang bersifat khusus.  

 

 

  



57 

 

BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian-uraian mengenai sistem pelaksanaan akad ujrah 

pada servis motor di desa Siboris Lombang, Kecamatan Barumun Tengah, 

Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang peneliti jelaskan 

diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan: 

1. Pelaksanaan akad servis motor di bengkel yang ada di desa Siboris 

Lombang yaitu dengan dibongkar terlebih dahulu pada saat pemiliknya 

masih berada dibengkel untuk mengecek bagian-bagian mana saja yang 

rusak dan tidak layak untuk dipakai lagi, kemudian dijelaskan kepada 

pemiliknya dan ditanyakan kualitas barang yang diinginkan oleh 

konsumen seperti apa. Setelah konsumen setuju, barulah motor diservis. 

2. Jika dilihat dari akadnya adanya ketidakjelasan barang yang dimasukkan 

kedalam mesin sepeda motor dikarenakan sesudah perbaikan pihak 

bengkel tidak memperlihatkan dan menjelaskan barang bekasnya kepada 

konsumen yang dimana seharusnya itu merupakan tanggung jawab pihak 

bengkel. Dalam bermuamalah tidak boleh merugikan pihak lain dan 

permasalahan diatas bisa menyebabkan salah satu pihak dirugikan dan 

didalam fiqih muamalah hal semacam itu tidak dibenarkan adanya 

dikarenakan tidak adanya kejujuran pihak bengkel, kejujuran dalam 

bermuamalah merupakan hal dasar yang harus dipahami dan dilaksanakan. 
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B. Saran  

Melihat dilapangan, dalam melakukan servis motor di bengkel Harnas 

Motor penulis menyarankan: 

1. Kepada pihak bengkel seharusnya memperlihatkan bekas barang yang 

telah diganti, guna menjaga dan meningkatkan kepercayaan konsumen 

terhadap hasil kinerja pihak bengkel dan juga itu merupakan kewajiban 

dan tanggungjawab pihak bengkel. 

2. Kepada konsumen seharusnya menanyakan dan meminta bukti atas 

barang-barang yang telah diganti, karena itu merupakan hak bagi sipemilik 

sepeda motor. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Pertanyaan kepada pihak bengkel 

1. Apa tahapan pertama yang bapak/ibu lakukan ketika ada konsumen yang 

ingin servis besar? 

2. Apakah pada saat pengecekan sepeda motor, pemiliknya ada ditempat? 

3. Bagaimana cara bapak/ ibu menjelaskan kerusakan sepeda motor kepada 

pemiliknya? 

4. Apakah bagian-bagian yang akan diservis ditunjukkan terlebih dahulu?  

5. Apakah penggantian alat-alat sepeda motor yang rusak atas persetujuan 

konsumen? 

6. Apakah bapak/ibu menyediakan garansi terhadap sepeda motor yang 

diperbaiki? 

7. Apakah bapak/ibu menunjukkan bekas barang-barang yang diganti setelah 

servisannya selesai? 

B. Pertanyaan kepada konsumen 

1. Kapan terakhir kali motor bapak/ibu diservis? 

2. Apa yang pertama kali yang dilakukan pihak bengkel pada saat bapak/ibu 

membawa motor ke bengkel untuk diservis? 

3. Apakah bagian-bagian yang akan diservis dijeskan dan diperlihatkan 

terlebih dahulu kepada bapak/ibu? 

4. Apakah penggantian alat-alat sepeda motornya atas persetujuan 

bapak/ibu? 

5. Apakah pihak bengkel menunjukkan bekas alat-alat yang diganti? 
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6. Bagimana tanggapan bapak/ibu ketika bekas alat-alat sepeda motor yang 

diganti tidak diperlihatkan? 

7. Apakah pihak bengkel menyediakan masa garansi? 
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